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Dalam beberapa tahun belakangan ini, terdapat semakin banyak pelaku usaha maupun orang pribadi yang
menyadari manfaat yang ditawarkan oleh electronic commerce ("e-commerce") khususnya dalam hal
efisiensi. Hal ini memegang peranan penting dalam mendorong volume transaksi e-commerce melalui
Internet untuk berkembang secara signifikan. Perkembangan e-commerce ini kemudian kerap dilihat sebagai
suatu katalisator bagi pertumbuhan ekonomi di masa mendatang dan terbentuknya kemampuan bersaing
para pelaku bisnisitu sendiri. Hal ini selanjutnya menjadi tantangan baru bagi pemerintah untuk
meningkatkan penerimaan Negara melalui pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari transaksi
e-commerce. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa konsep umum pajak dengan bertitik berat pada
konsep pajak penghasilan versi OECD Model yang dapat diterapkan dalam konteks e-commerce.

Asas perpajakan yang digunakan akan mempengaruhi perlakuan pajak mengenai siapa subjek pajaknya dan
apa objek pajaknya. Bentuk usaha tetap (permanent establishment) adalah suatu terminologi yang digunakan
dalam konteks perpajakan atas suatu badan usaha yang dipergunakan oleh Wajib Pajak Luar Negeri dalam
menjaankan usahanya di negaralain. Suatu negara bare memiliki hak untuk mengenakan pajak atas
penghasilan usaha (business profits) yang diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri apabila Wajib Pajak tersebut
menjaankan usaha atau memperoleh penghasilan tersebut melalui bentuk usahatetap di negara tersebut.
Namun demikian, penentuan keberadaan BUT cukup sulit dilakukan khususnya dalam konteks kegiatan e-
commerce oleh karena karakteristik dari transaksi itu sendiri.

Dalam konteks transaksi e-commerce, penghasilan yang diperoleh umumnya dikategorikan sebagai laba
usaha atau royalti. Sejauh mana laba usaha dapat dikenakan pajak oleh negara sumber dapat ditentukan
dengan menerapkan prinsip atribus (attribution principle) alas laba usaha. Permasalahan dapat timbul jika
penghasilan yang diperoleh dari kegiatan e-commerce dikategorikan sebagai royalti. Di Indonesia, ketentuan
dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan masih kurang lengkap dalam mendefmisikan royalti. Hal ini
dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan antara otoritas pajak Indonesia dengan negara lainnya.
Metode transfer pricing juga akan menjadi bagian dalam pembahasan ini karena kaitannya dengan proses
atribusi laba usaha.


https://lib.ui.ac.id/detail?id=96643&lokasi=lokal

